FATWA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG

MAFIA TANAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN ADAT ACEH

Menimbang :

Mengingat

a.

1.
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MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH,

bahwa praktik mafia tanah menimbulkan keresahan dan
kerugian di tengah-tengah masyarakat.

bahwa perlu adanya pencegahan terhadap praktik mafia tanah
dan perlindungan terhadap masyarakat.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh perlu
menetapkan Fatwa tentang Mafia Tanah Dalam Perspektif Hukum
Islam dan Adat Aceh;

Al-Quran:
Surat QS. Al-Bagarah, ayat 188:
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Artinya :
"Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan
yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada
para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian
harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui."
(QS. Al-Bagarah 2: Ayat 188)

Al-Hadits:

Hadits riwayat al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, nomor 2454, juz 3,
hal. 130:
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Artinya...

:




Artinya:

Telah menceritakan kepada kami [Muslim bin Ibrahim| telah
menceritakan kepada kami ['Abdullah bin Al Mubarak]| telah
menceritakan kepada kami [Musa bin 'Ugbah] dari [Salim] dari
[bapaknya] radiallahu 'anhu berkata; Nabi shallallahu 'alaihi
wasallam bersabda: "Siapa yang mengambil sesuatu (sebidang
tanah) dari bumi yang bukan haknya maka pada hari kiamat nanti
dia akan dibenamkan sampai tujuh bumi".
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. Peraturan Perundang-Undangan:

a. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
1945;

b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 167, 242,
263, 264 dan 266;

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah
Istimewa;

e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006
tentang Pemerintahan Aceh;

f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

g. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5
Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari’at Islam;

h. Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun
2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam, Bidang Aqidah,
Ibadah dan Syiar Islam;

i. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 9 Tahun
2003 tentang Hubungan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan
Ulama Dengan Eksekutif, Legislatif dan Instansi Lainnya;

J- Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Ulama;

k. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 53 Tahun 2022 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2023;

1. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 451.7/729/2022 tentang

Penetapan Pengurus Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh
Masa Bakti 2022-2027;

Memperhatikan... /.




Memperhatikan :

Menetapkan :

1,

Khutbah Iftitah yang disampaikan oleh Ketua Majelis
Permusyawaratan Ulama Aceh, Abu Tgk. H. Faisal Ali;

Risalah yang disiapkan oleh Panitia Musyawarah - I MPU Aceh,
yang disarikan dari makalah-makalah:

a.

Abon Dr. Tgk. H. Muhibbuththabary, M.Ag (Wakil Ketua
MPU Aceh) dengan judul “Mafia Tanah Menurut Perspektif
Hukum Islam”.

Prof. Dr. Ilyas Ismail., S.H., M.Hum (Guru Besar Hukum
Agraria FH USK) dengan judul “Mafia Tanah Dalam
Perspektif

Hukum Positif”.

Dr. H. M. Adli Abdullah, SH., MCL, (Staf Ahli Menteri
Agraria) dengan judul “Mafia Tanah Dalam Perspektif
Hukum Adat Aceh”.

Akhyar Sirajuddin, S.T., S.H. (Kepala Bidang Pengendalian
dan Penanganan Sengketa Pertanahan Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh) dengan judul
“Mafia Tanah Dan Problemanya dalam Masyarakat”.

. Pendapat dan saran yang berkembang dalam Sidang

Paripurna-II Tahun 2023 Majelis Permusyawaratan Ulama
Aceh tanggal 20 sampai dengan 22 Sya’ban 1444 H bertepatan
dengan tanggal 13 sampai dengan 15 Maret 2023 M.

dengan

bertawakkal kepada Allah SWT dan Persetujuan

SIDANG PARIPURNA

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

MEMUTUSKAN :

KESATU : Mafia Tanah adalah jaringan kinerja yang terorganisir, sangat rapi,

sistematis, tampak wajar, dan legal, namun terkandung tindakan yang

ilegal dan pelanggaran hukum dengan orientasi pada perolehan

keuntungan bagi diri mereka dan mendatangkan kerugian ekonomi bagi

pihak lain.

KEDUA : Praktik ghasab (perampasan), gharar (penipuan), sarigah (pencurian),
talbis (manipulasi), taghyir manar al-ardhi (mengubah tapal batas) dan
ghisysy (kecurangan) dalam kaitannya dengan tanah adalah termasuk
praktik mafia tanah.

KETIGA : Praktik mafia tanah hukumnya adalah haram dan dosa besar.

Hasyiah Syargawi ala Tuhfah at-Tullab, J1d. 2, hal. 143.
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KEEMPAT : Sanksi terhadap para pelaku praktik mafia tanah adalah hadd
(hukuman pasti dan terukur) dan/atau ta’zir (diserahkan kepada
pertimbangan hakim)

Kanzu al-Gharibin Syarh Minhaj al-Thalibin, Jld. 4, hal. 206
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KELIMA : Pelaku praktik mafia tanah wajib mengembalikan harta dan/atau
membayar harga kepada pemiliknya.

Majmu’ Syarh Muhazzab, Jld. 14, hal. 258.
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KEENAM : Sertifikat boleh dijadikan sebagai alat bukti kepemilikan disertai
dengan saksi berdasarkan kriteria syara’.
Bughyah al-Mustarsyidin, Cet. Dar al-Kutub al-Tlmiah, Hal. 340.
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KETUJUH :Petugas pertanahan wajib menjalankan seluruh kewenangan dan
tanggung jawab sesuai dengan syari’at, adat Aceh, dan ketentuan-
ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Banda Aceh
pada tanggal : 21 Sya’ban 1444 H
14 Maret 2023 M

3PIMPINAN MAJELIS USYAWARATAN ULAMA ACEH @




